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BAB II 
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 
 
A. Kajian Teori 
Sebagai dasar dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu 
mengemukakan teori sesuai dengan masalah yang dibahas. Teori merupakan 
pengkajian dan penjelasan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian 
ini guna mengarahkan peneliti dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. 
Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuhan 
terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Pengertian Peran  
Peran menurut KBBI Qtmedia adalah pemain sandiwara atau 
bagian yang dimainkan seorang pemain. Peran adalah perangkat 
tingkahlaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 
dalam masyarakat.
11
 Sedangkan peran dalam sosiologi antropologi ialah 
sebagai posisi orang yang ada dalam kehidupan masyarakat yaitu 
seseorang yang tidak berdiri sendiri melainkan perlu orang lain untuk 
saling berinteraksi.
12
  
Menurut Soerjono Soekanto
13
 peranan merupakan aspek dinamis 
dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan 
kewajibanya. Suatu peran mencangkup paling sedikit tiga hal berikut ini, 
yaitu:  
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. 
b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam masyarakat. 
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c. Peranan juga dapat dikalatakan sebagai perilaku yang penting bagi 
struktur sosial. 
Jadi yang dikatakan peran dalam penelitian ini adalah 
menyangkut sebuah tanggung jawab organisasi dalam tugas dan 
fungsinya, yaitu  sebagai motivator, komunikator dan juga dinamisator. 
2. Peran Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) 
Lembaga merupakan komponen penting dalam kehidupan 
masyarakat. Lembaga merupakan suatu sistem yang komplek yang 
mencangkup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, 
psikologis, hukum dan politik. Lembaga Kemasyarakat menurut 
Soerjono Soekanto
14
 adalah himpunan norma-norma dari berbagai 
tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan 
masyarakat. Adapun fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan yaitu:
15
 
a. Memberikan pedoman dalam bertingkah laku dalam menghadapi 
masalah dalam masyarakat, terutama menyangkut dalam kebutuhan 
pokok, 
b. Menjaga keutuhan masyarakat, 
c. Dan merupakan pedoman sistem pengendalian sosial masyarakat.  
Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah sebuah Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) dengan berbadan hukum Yayasan. Non-
Goverment Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat 
adalah organisasi masyarakat yang bergiat atas motivasi dan swadaya 
yang berkait dari kesadaran solidaritas sosial. Salah satu fungsi dari 
Le,mbaga Swadaya Mayarakat yaitu sebagai salah satu wadah yang 
menyalurkan peran serta masyarakat, corak kegiatannya khas, karena 
dilandasi oleh motivasi yang khas pula.
16
  
Lembaga Swadaya Mayarakat mempunyai tujuan 
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara 
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mandiri. Dalam pelaksanaan program, Lembaga Swadaya Masyarakat 
mempunyai peran sebagai berikut:
17
 
a. Motivator 
Motivator bertugas memberikan motivasi, menggali potensi, 
menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran anggota masyarakat 
akan masalah-masalah yang dihadapi dirinya, akan potensi-potensi 
sumber daya, baik sumberdaya manusia maupun semuber daya alam 
yang dimiliki, dalam rangka memperbaiki nasib dan membangun 
masa depan yang lebih baik atas potensi dan swadaya masyarakat itu 
sendiri. 
b. Komunikator18 
Sebagai komunikator, tugasnya antara lain: 
1) Mengamati, merekam serta menyalurkan aspirasidan kebutuhan 
masyarakat agar dijadikan bahan rumusan kebijakan dan 
perencanaan program pembangunan. 
2) Memonitor/mengawasi pelaksanaan program pembangunan 
masyarakat. 
3) Memberi penyuluhan dan menjelaskan program-program 
pembangunan dengan bahasa yang akrabdan kerangka berfikir 
yang mudah dipahami masyarakat sasaran. 
4) Membantu melancarakan hubungan dan kerjasama yang 
mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam 
masyarakat. 
c. Dinamisator19 
Dinamisator bertugas merintis strategi, mengembangkan 
metode program, dan memperkenalkan inovasi di bidang teknologi 
serta pengelolaan organisasi yang belum dikenal ke lingkungan 
                                                             
17
 Indra Bastian,  Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik, (Yogyakarta: Erlangga, 2007), 
hlm. 35. 
18
 Indra Bastian,  Ibid. hlm. 35. 
19
 Indra Bastian,  Loc.cit. hlm. 35. 
  
11 
masyarakat setempat untuk pengembangan dan kemajuan 
masyarakat lokal. 
3. Faktor-Faktor Penunjang Peran Lembaga 
Dimanapun dan kapanpun, suatu kegiatan dan beberapa orang 
harus diarahkan agar mencapai tujuan dan, pada saat itulah, dibutuhkan 
keberadaan pengelola organisasi. Pengelola organisasi adalah sebagai 
proses mengatur dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. 
Secara umum, pengelola porganisasi bertanggung jawab atas berhasil 
tidaknya sebuah proyek. Tanggung jawab itu adalah melihat apakah 
sumber daya yang tersedia digunakan sebaik mungkin. Sumber daya 
yang dimaksud dikenal dengan 4M, yaitu Men (manusia), Money (dana), 
Material (bahan), dan Machines (peralatan). Sumber daya ini merupakan 
faktor yang paling penting dalam memenuhi misi, tujuan, dan pencapaian 
hasil organisasi karena tanpa adanya sumber daya, proses yang ada dalam 
organisasi tidak dapat dijalankan. Keberadaan sumber daya yang vital 
bagi suatu organisasi karena merupakan faktor penetu kualitas dan 
kuantitas aktivitas-aktivitas organisasi, termasuk LSM.
20
     
a. Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh subuah 
LSM tidak lain adalah staf ataupun relawan. Faktor staf ataupun 
relawan berperan sangat penting dan berpengaruh terhadap peran 
LSM, karena SDM merupakan unsur inti dari organisasi. 
Mayoritas organisasi LSM bergerak dalam bidang 
pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, sasaran dari program 
LSM adalah masyarakat yang belum berdaya. Untuk mencapai 
tujuan pemberdayaan itu, tahap-tahap yang tidak mudah tentu harus 
dilewati karena menyangkut banyak aspek kemasyarakatan. Dalam 
hal ini, para staf/relawan berhadapan dengan watak, persepsi, dan 
kemampuan masyarakat yang beragam. Untuk itu, seorang 
staf/relawan yang memainkan peran tersebut tentunya membutuhkan 
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kemampuan yang tinggi, dan dituntut menguasai berbagai 
keterampilan serta pengetahuan yang mendukung LSM dalam 
pencapaian misi organisasi. Kemampuan seseorang dapat ditempuh 
melalui pendidikan formal, latihan, dan pengalaman. 
b. Material (Bahan) 
Keberadaan sumber daya material ini jelas harus ada. Apa 
arti sebuah proses jika sesuatu yang diproses tidak ada. Material 
sangat krusial bagi terselenggaranya implementasi program LSM. 
c. Dana21 
Suatu organisasi tidak mungkin mencapai tujuannya jika 
tidak mempunyai sumber daya berupa dana. Dana ini sangta 
diperlukan untuk membelanjai operasi-operasinya. Sumber keunagn 
organisasi berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah, 
dermawan, bahan-bahan sosialyang kuat, perusahaan swasta, dan 
sumberdana yang lainnya sepanjang tidak bertentanngan dengan 
peraturan perundang-undangan.   
Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat,  organisasi 
LSM membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak hanya sekali 
waktu. Sebuah organisasi sangat tergantung pada dana-dana hibah 
dan setiap orang dalam organisasi itu tahu pentingnya menjaga 
hubungan baik dengan donor yang menjadi sumberya.pernyataan 
diatas menyatakan bahwa kontinuitas ketersedianan dana bagi proses 
pelaksanaan program sangat diperlukan oleh LSM. 
d. Peralalatan/Teknologi22 
Faktor teknologi sangat penting dalam suatu organisasi, 
karena berkenaan denagan proses tranformasi dalam organisasi 
dimana energi mekanis dan intelektual dipergunakan untuk 
meningkatkan efesiensi pemnafaatan sumber daya yang langka. 
Selain itu tingkat kemajuan teknolohgi juga memainkan perannan 
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yang berarti dalam jalur penetuan produk dan jasa yang akan 
diprosuksi, peralatan yang akan digunakan, dan berbagai operasi 
akan dikelola. Dengan teknologi, peraltana-peralatan yang tercipta 
dipergunakan untuk memperlancar program aksi menuju sasaran 
organisasi.  
1. Pemberdayaan  
Para ilmuan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan 
mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan 
bidang kajian, hal tersebut di karenakan belum ada definisi yang tegas 
mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami 
secara mendalam pengertian pemberdayaan maka perlu dikaji beberapa 
pendapat para ilmuan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan 
masyarakat, yaitu: 
a. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya 
(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat, 
menurut Mas’oed.23 
b. Keberdayaan masyarakat di artikan sebagai kemampuan individu 
yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun 
keberdayaan masyarakat yang bersangkutan, menurut 
Sumodiningrat.
24
   
c. Menurut Payne25 proses pemberdayaan, pada intinya membantu 
klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan 
menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri 
mereka, termasuk dengan mengurangi efek hambatan pribadi dan 
sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui 
peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan 
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daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari 
lingkungannya.  
Jadi, dalam pemberdayaan masyarakat yang lebih baik 
menggunakan metode berpartisipasi. Partisipasi masyarakat berarti 
masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai kegiatan seperti 
ikut serta dalam perancangan, penyelenggaran dan pelaku utama dari 
pembangunan. 
2. Konsep Pemberdayaan 
Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian 
pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan 
yang bertumpu pada masyarakat (community-base development). 
Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu 
yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan 
masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar 
anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovasi, 
tentunya memiliki keberdayaan yang tinngi.  
Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik 
dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai 
kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan yang khas pada 
masyarakat Indonesia (dan beberapa Negara yang lain) adalah 
kebinekaan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang 
memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive), dan dalam 
pengertian dinamis mengembangkan diri mencapai kemajuan.
26
 
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 
harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang 
tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan 
dan memandirikan masyarakat.
27
 
                                                             
26
 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebinato, Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 40-42. 
27
  Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebinato, Ibid, hlm.42 
  
15 
Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah 
konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung 
arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah 
berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dimana kegiatan ekonomi 
yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal 
akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta 
keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi berjalan, maka 
aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi 
rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan 
menjadi kegiatan yang nyata tersebut, negara mempunyai biroraksi. 
Maksudnya yaitu masyarakat sebagai subjek pembangunan, sedangkan 
pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, 
serta menciptakan iklim yang menunjang.
28
 
Penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 
pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 
yang merangkum nilai-nilai sosial yang dimana akan dapat meningkatkan 
peningkatan pendapatan masyarakat. 
Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah:
29
 
a. Perbaikan kelembagaan (better institution) 
Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan 
akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaringan 
kemitraan-usaha. 
b. Perbaikan usaha (better business) 
Perbaikan pendidikan  (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, 
kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki 
bisnis yang dilakukan. 
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c. Perbaikan pendapatan (better income) 
Dengan terjadinya perbaikkan bisnis yang dilakukan, diharapkan 
akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk 
pendapatan keluarga dan masyarakatnya. 
d. Perbaikan lingkaran (better enviroment) 
Perbaikkan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan 
(fisik dan sosial), karena kkerusakan lingkungan seringkali 
disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. 
e. Perbaikan kehidupan (better living) 
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, 
diharapakan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga 
dan masyarakat. 
f. Perbaikan masyarakat (better community)   
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan 
(fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud 
kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.  
Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, 
maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat 
adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan 
penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk 
mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk 
memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus 
dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, 
mapun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis 
perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik.
30
 
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 
memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap 
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi denngan strategi 
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kerja tertentu dami keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau 
tindakna tertentu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau 
penerima manfaat yang dikehendaki.
31
    
Konsep pemberdayaan memiliki perspektif yang lebih luas , 
yakni pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) 
sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang 
lemah serta memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil 
pembangunan.
32
 
Koesnadi Hardja Soemantri mengatakan bahwa pemberdayaan 
masyarakat upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola 
sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang 
berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.
33
  
Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai 
tiga arah, yaitu:
34
 
a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, 
b. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam 
pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta 
masyarakat, dan 
c. Modernisasi, melalui penajaman arah perubahan struktur sosial 
ekonomi, budaya, dan politik yang bersumber pada partisipasi 
masyarakat. 
Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan 
dengan strategi sebagai berikut:
35
 
                                                             
31
Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebinato, Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 167.   
32
 Supriharyono, Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir 
Tropis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1-3. 
33
 Koesnadi Hardja Soemantri, Pemberdayaan Masyarakat berwawasan Lingkungan, 
(Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995),hlm. 61. 
34
 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebinato, Ibid, hlm. 168. 
35
 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebinato,  Ibid. hlm. 169. 
  
18 
a. Menyusun instrumen pengumpulan data. 
b. Membangun pemahaman, komitmen untuk mondorong kemandirian 
individu, keluarga dan masyarakat. 
c. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, 
intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga 
dan masyarakat. 
Dalam telaahnya Suharto
36
 terhadap strategi pemberdayaan 
masyarakat, adanya lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam 
melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan 
advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu: 
a. Motivasi 
b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 
c. Manajemen diri 
d. Mobilisasi sumber daya 
e. Pembangunan dan pengembangan jejaringan 
Tujuan dari pengembangan masyarakat adalah untuk 
meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh mencakup:
37
 
a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan 
jaminan segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok 
masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat 
memerlukan perlindungan sosial. 
b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan politik yang 
menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan. 
c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan 
pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemmapuan dan 
standar kemanusiaan. 
Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pengembangan 
masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial antara lain:
38
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a. Kemampuan masyarakat mengenal masalah mereka sendiri. 
b. Keinginan dan ikut serta msyarakat untuk mencari alternatif-
alternatif pemecahan masalaha. 
c. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan 
sosial. 
4. Fasilitator 
Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses 
yang dilakukan secara terus menurus oleh pemerintah atau suatu lembaga 
pemberdayaan masyarkat agar masyarakat selalu tahu, mau dan mampu 
mengadopsi inovasi demi tercapainya penongkatan produktivitas dan 
pendapatan guna memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat 
secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat 
akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat 
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan. 
Peran yang memnjadi kewaiban dan tanggung jawab sebagai 
fasilitator/penyuluh, Lippit mengembangkan ada tiga macam peran 
secara terperinci, yaitu:
39
  
a. Pengembangan kebutuhan untuk melakukan perubahan-perubahan, 
dalam tahapan ini, setiap penyuluh/fasilitator harus mampu 
memainkan peranannya pada kegiatan-kegiatan: 
1) Diagnosa masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar 
diperlukan (real need) masyarakat penerima manfaatnya. 
2) Analisi tentang motivasi dan kemampuan masyarakat sasaran 
untuk melakukan perubahan, sehingga upaya perubahan yang 
direncanakan mudah diterima dan dapat dilaksankan sesuai 
dengan sumber daya (dana, pengetahuan/keterampilan, dan 
kelembagaan) yang telah dimiliki masyarakat penerima 
manfaatnya. 
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3) Pemilihan objek perubahan yang tepat, dengan kegiatan awal 
yang benar-benar diyakini pasti berhasil dan memiliki arti yang 
sangat strategis bagi berlangsungnya perubahan-perubahan 
lanjutan dimasa-masa berikutnya. 
4) Analisis sumber daya yang tersedia dan atau dapat digunakan 
oleh penyuluh/fasilitator yang bersama-sama penerima 
manfaatnya untuk perubahan seperti yang direncanakan. 
5) Pemilihan peran bantuan yang paling tepat yang akan dilakukan 
oleh penyuluh/fasilitator, baik berupa bantuan keahlian, 
dorongan atau dukungan untuk melakukan perubahan, 
pembentukan perubahan, pembentukan kelembagaan, atau 
memperkuat kerja sama masyarakat atau menciotakan sasaran 
tertentu bagi terciptanya perubahan. 
b. Menggerakkan masyarakat untuk melaukan perubahan. Dalam 
tahapan ini, kegiatan yang harus dilakukan oleh penyuluh/fasilitator 
adalah:
40
 
1) Menjalin hubungan yang akrab dengan masyarakat penerima 
manfaat. 
2) Menunjukkan kepada masyarakat penerima manfaatnya tentang 
pentingnya perubahan-perubahan yang harus dilakukan, dengan 
menunjukkan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang 
belum dirasakan oleh masyarakat penerima manfaatnya. 
3) Bersama-sama masyarakat, menentukan prioritas kegiatan, 
memobilisasi sumber daya (mengumoulkan dana, 
menyelenggarakan pelatihan, membentuk dan mengembangkan 
kelembagaan), dan memimpin (mengambil inisiatif, 
mengarahkan, dan membimbing) perubahan yang direncanakan.  
c. Memantapkan hubungan dengan masyarakat penerima manfaatnya, 
melalui upaya:
41
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1) Terus menerus menjalin kerjasama dan hubungan yang baik 
dengan masyarakat penerima manfaatnya, terutama tokoh-
tokohnya (baik tokoh formal maupun tokoh informal) 
2) Bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat memantapkan upaya-
upaya perubahan dan merancang taghap-tahapan perubahan 
yang perlu dilaksanakan untuk jangka panjang. 
3) Terus menerus memberikan sumbangan terhadap perubahan 
yang profesional melaui kegiatan peneliti dan rumusan konsep 
perubahan yang akan ditawarkan. 
5. Alat Peraga 
Para pengembang masyarakat harus mengetahui beberapa alat 
bantu dalam mengembangkan masyarakat. Alat peraga dipandang 
sebagai  medium yang dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus 
dapat dipakai untuk menjelaskan sesuatu hal kepada masyarakat secara 
lebih jelas dan mengena. Ada beberapa jenis alat peraga yang harus 
dikuasai oleh parampengembang masyarakat, yatitu:
42
 
a. Fotografi 
Fotografi berguna untuk mengajar orang-orang yang buta 
huruf. Berguna juga untuk menggambarkan bahan-bahan tertulis. 
Cara terbaik untuk menempelkan fotografi adalah pada papan 
buletin. Beberapa langkah yang harus diperhatikan bila fotografi 
digunakan: 
1) Aturlah gambar sehingga membuat rangkaian cerita. 
2) Gambarkan langkah-langkah suatu praktik baru. 
3) Gambarkan orang-orang sebagaimana adanya. 
4) Mudah dimengerti. 
b. Poster 
Poster merupakan alat peraga yang penting. Ia merupakan 
bagian dari suatu kampaye atau suatu program masyarakat. Poster 
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yang baik akan menggugah perasaan orang. Poster bisa berisi 
gambar-gambar tertentu yang dramatis, atau kata-kata singkat namun 
mengena. 
c. Papan Tulis 
Papan tulis sangat berguna untuk pertemuan-pertemaun dan 
diskusi-diskusi kelompok. Beberapa petunjuk praktik sekaitan 
dengan penggunaan papan tulis: harus bersih menggunakan 
pengahapus yang juga bersih, jangan berkata waktu menulis, jangan 
gunakan singkatan, gunakan papan tulis praktis dan ramah 
lingkungan. 
d. Papan Buletin 
Papan buletin dapat memberikan pertolongan penting 
kepada para pengembang masyarakat bila dipergunakan untuk: 
pengumuman hal-hal penting bagi semua masyarakat, menempelkan 
foto-foto kegiatan masyarakat, hal-hal yang akan ditindak lanjuti dari 
demonstrasi yang telah dilaksanakan, peringatan bagi masyarakat 
tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. 
e. Slides 
Slides merupakan metode yang baik untuk melukiskan 
cerita dan memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang konkret kepada 
masyarakat. Slides dapat digunakan secara efektif untuk 
memperlihatkan kepada masyarakat lainnya, misalnya: 
memperlihatkan tingkat produksi yang rendah sebelum 
menggunakan cara-cara produksi yang baru dan meningkatkan 
tingkat produksi sesudah menggunakan cara-cara produksi yang 
baru. 
Dan masih banyak lagi alat-alat peraga yang digunakan 
pengembangan masyarakat seperti kertas plano, infokus dan lain-lain. 
6. Pemberdayaan Ekonomi  
Menurut Gunawan Sumidinigrat
43
 konsep pemberdayaan 
ekonomi secara dapat dikemukakan sebagai berikut:   
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1. Perekonomian rakyat adalah pereknomian yang diselenggarakan 
oleh rakyat. Perekonomian yang deselenggarakan oleh rakyat  adalah 
bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan 
kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda 
perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua 
warga negara. 
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan 
ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam 
mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan 
ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan 
ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.   
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi 
tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi 
kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan 
ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, 
meliputi: (a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (b) 
penguatan kelembagaan; (c) penguasaan teknologi; dan (d) 
pemberdayaan sumberdaya manusia.  
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan 
peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang 
sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, 
tetapi harus dijamin  adanya kerjasama dan kemitraan yang erat 
antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum 
berkembang.  
5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (a) 
pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi 
(khususnya modal); (b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan 
usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar 
price taker;  (c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (d) penguatan 
industri kecil; (e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan  (f) 
pemerataan spasial 
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6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (a) peningkatan 
akses bantuan modal usaha; (b) peningkatan akses pengembangan 
SDM; dan (c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang 
mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.                                                         
Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan 
masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa: (1) pemberdayaan masyarakat 
tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang 
saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi 
memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat 
dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal 
bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi 
masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan 
prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan 
masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus 
dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan 
ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha 
menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) 
pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses 
penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, 
efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak 
dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui 
pendekatan kelompok. 
   
B. Kajian Terdahulu 
Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan peneliti, maka 
peneliti mensajikan beberapa hasil kajian terdahulu atau penelitian terdahulu 
yaitu: 
Pertama, Suryaningsih, judul yang diangkat yaitu: “Peran Koperasi 
Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di 
Desa SP 3 Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang” penelitian ini 
dilakukan pada tahun 2015 dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, 
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informan penelitian sebanyak 15 orang, peran KUD telah dilaksanakan 
dengan baik, hal ini dapat dilihat KUD mampu bersaing dengan positif dan 
objektif dengan bahan-bahan usaha lainnya dengan asas dan kehendak dan 
keinginan para anggota koperasi. 
Kedua, Junianti, judul yang diangkat yaitu: “Peran Dinas Pertanian 
terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Simangambat 
Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera 
Utara”, penelirian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan menggunakan 
metode penelitian Kuanitatif dengan teknik analisa data Correlations Product 
Moment dan menggunakan alat bantu SPSS 18.0 dengan populasi 260 orang 
dan sampel 25% dari populasi yaitu 66 orang masyarakat petani Desa 
Simangambat. Peran Dinas Pertanian cukup berperan ini ditandai dari hasil 
uiji koefisien korelasi (r) besarnya 0.599 (59.9%), berarti masyarakat yang 
ada di Desa Simangambat cukup mampu mengembangkan ekonomi setelah 
mendapatkan bimbingan, pelatihan dan bantuan modal dari Dinas Pertanian. 
Ketiga, Rizki Alfan, judul yang diangkat, “Peran Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDES) Berkah Bersama dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa 
Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”, dilakukan pada 
tahun 2017 dengan menggunakan metode Kualitatif Komersial (Commersial 
Institusion), informan penelitian berjumlah 6 orang. Adapun haisl penelitian 
ini yaitu, peran BUMDes Berkah Bersama: Pertama, Menggali potensi desa 
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Kedua, Pengembangan 
ekonomi yaitu, pada pertanian dan ekonomi mikro. Ketiga, Membantu dana 
simpan pinjam kepada masyarakat. Keempat, Memberikan bimbingan teknis 
serta wadah dalam menggerakkan kesadaran masyarakat. Kelima, 
mengadakan Musyawarah Desa dan Pertanggung jawaban tahunan (MDPT), 
jadi pern BUMDes sudah cukup baik dalam 5 indikator di atas.  
Berdasarkan kajian terdahulu diatas terdapatlah perbedaan dan juga 
persamaan skripsi yang akan dibahas. Adapun persamaan skripsi yang akan 
dibuat yaitu sama-sama bertujuan untuk memberdayakan perekonomian 
masyarakat. Dan juga perbedaannya yaitu lembaga yang diteliti jenisnya 
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berbeda. Dimana penelitian diatas adalah lembaga berbadan hukum 
pemerintahan sedangakan yang diteliti oleh penulis adalah yang berbadan 
hukum yayasan yang berdiri sendiri. 
 
C. Kerangka Pikir 
Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian 
yang akan dilakukan, untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti 
dalam menjelaskan permasalahan maka dibuatlah kerangka pikir sebagai 
berikut: 
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Gambar II.1 
Kerangka Fikir 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peran 
Lembaga 
Pos 
Keadilan 
Pedduli 
Umat 
(PKPU) 
1. PKPU berperan 
sebagai Motivator 
dalam 
pemberdayaan 
ekonomi 
2. PKPU berperan 
sebagai 
Komunikator 
dalam 
pemberdayaan 
ekonomi 
3. PKPU berperan 
sebagai 
Komunikator 
dalam 
pemberdayaan 
ekonomi 
masyarakat  
PKPU dapat memberi 
motivasi kepada masyarakat 
PKPU dapat menggali 
potensi masyarakat 
PKPU dapat mengamati, 
merekam dan 
menyalurkan aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat 
PKPU dapat menjalin 
komunikasi internal dan 
eksternal  
PKPU dapat menjalin 
hubungan kerja dengan 
stakeholder dan donatur 
PKPU dapat menjadi 
pengawas dalam kegiatan-
kegiatan 
PKPU dapat merintis 
strategi 
